
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Repblik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I
Kemen!erian Nega~a Republik Indonesia sebagaimana
tclah diubah teraknir dengan Peraturan Presiden Repblik
Indonesia Nomor: 21 Tahun 2008',

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor : 3980);

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun
1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran
Negara Repuol.k Indonesia Nomor : 3881);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertirnbanqan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, peilu dilakukan pencabutan atas Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor : KM. 67 Tahun 2003
dimaksud denqan Peraturan Menteri Komunikasi dan
tnforrnatika:

a. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 67
Tahun 2003 tentang Tata Hubungan Kerja Antara
Cepartemen Perhubungan dengan Badan Regulasi
Telekomunikasi Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan
kondisi saat ini;

Menimbang

MENTERI KOMUNIKASI DhN INFORMATIKA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM. 67 TAHUN 2003 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DENGAN BADAN REGULASI
TELEKOMUNIKASIINDONESIA (BRTI)

TENTANG

NOMOR: 32 IPER/M.KOMINFO/8 12009

PERAlURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA



MOHAMMAD NUH

~ ..

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
J

JAKARTA
28 Agustus 2009

Ditetapkan di
Pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
penqundanqan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalarn Berita Neqara Republik Indonesia.

Peraturan Menter: ini mulai berlaku pada tan9gal ditetapkan.

Pasal2

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 67 Tahun 2003
ter.:tangTata Hubungan Kerja Antara Departemen Perhubungan
denqan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dir.abut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal1

PERATURAN MENTERI KOIVIUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR KM. 67 TAHUN 2003 TENTANG
TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA DEPARTEMEN
PERHUBUNGAN DENGAN BADAN REGULASI
TELEKOMUNHCASI INDONESIA (BRTI).

MEMUTUSKAN:

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :
36/PER/M.Kominfo/10/2008 tentang Penetapan Badan
Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
25/P/M.Kominfonl2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Komunikasi dan Informatika;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informalika Nomor :
03/P/M':<ominfo/5/21J05 tentang Penyesuaian Kata
Sebutan pede Beberapa Keputuaan/Peraturan Monterl
Perhubunqan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di
Bidang Pos dan Telekomunikasi;

Menetapkan


